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ABSTRAK

Penelitian hukum dan materi fikih yang lebih berorientasi pada ibadah ritual,
seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik standar pesantren, menyebabkan
munculnya paham bahwa aspek-aspek kesalehan sosia, seperti kewajiban menjaga
lingkungan menjadi tertinggal. Seiring dengan problem-problem tentang lingkungan
terus meningkat dan semakin komplek. Salah satu problem yang dihadapi oleh
masyarakat dunia saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan. Sampah adalah salah
satu penyumbang kerusakan lingkungan, satu permasalahan yang sering diremehkan
(kalau tidak benar-benar dilupakan) oleh masyarakat kita adalah persoalan sampah.
Kemudian dalam realitas kehidupan sering dijumpai suatu komunitas/beberapa orang
yang rgiin Salat, tetapi “rgiin” pula membuang sampah sembarangan, tidak merasa
berdosa melakukan hal tersebut. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara kesalehan
ritual dengan kesalehan sosial.

Kagjian terhadap fikih lingkungan dalam diskursus ulama sangat jarang dilakukan
oleh para ulama baik lokal maupun nasional di Indonesia, khususnya ketika membahas
tentang hukum pembuangan sampah secara sembarangan. Berangkat dari sinilah
penyusun merasa perlu mengetahui hukum pembuangan sampah secara sembarangan
menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih
Lingkungan ditinjau dari sisi kajian nilai-nilai filosofisnya. Kemudian dapat disimpulkan
bahwa pokok masalahnya adalah tentang pembuangan sampah secara sembarangan,
maka penyusun dalam penelitian ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut:
pertama, bagaimana hukum pembuangan sampah secara sembarangan menurut Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan?,
kedua, bagaimana anadlisis perbandingan hukum terhadap pembuangan sampah secara
sembarangan dalam segi nilai filosofis menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan?. Jenis penelitian ini adalah
penelitian pustaka (library research), adapun pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normetif, filosofis dan maqgasid asy-syari’ah. Penelitian ini bersifat diskriptif,
analitik, komparatif, yaitu menjelaskan, memaparkan, menganalisis dan
mengkomparasikan nilai filosofis yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengel olaan Sampah dan Fikih Lingkungan.

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan yang secara khusus melarangan
pembuangan sampah secara sembarangan, namun hukumnya akan menjadi haram jika
menimbulkan bahaya yang mengancam, jiwa, akal, harta, keturunan, agama dan Negara.
kemudian bagi suatu Negara dan Bangsa Indonesia mutlak adanya Undang-undang yang
mengatur tantang kejelasan hukum mengenai pembuangan sampah secara sembarangan.
Dengan adanya landasan hukum yang memiliki legalitas sekaligus menampung perinsip-
perinsip dan memiliki landasan hukum Islam mengenai larangan pembuangan sampah
secara sembarangan ini, maka diharapkan dapat merubah pola pikir manusia untuk lebih
peduli terhadap lingkungan sekitar demi kelangsungan hidup bersama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transeliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab g Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba’ b be
<« Ta’ t te
< Sa’ d es (dengan titik di atas)
d Jim j je
c Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
é Kha’ kh ka dan ha
2 Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
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) Ra’ r er
J Zai z zet
S Sin s es
B Syin sy es dan ye
o= Sad ] es (dengan titik di bawah)
) Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta’ t te (dengan titik di bawah)
L Za’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
.& Gain g ge
5 Fa’ f ef
3 Qaf q qi
< Kaf k ka
J Lam | ‘el
e Mim m ‘em
J Nun n ‘en
3 Wau w w
o Ha’ h ha
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& hamzah apostrof

&é Ya’ y -

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

33 dxla ditulis Mouta’addidah
Pac ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis A

is ditulis hikmah

ditulis Jizyah

L

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/”’serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan A.

Ditulis Karamah al-auliya’

BEPNRPWIEN

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis ¢

atau A
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ot ditulis Zakah al-fitr
)le\ 3\S ) ’
D. Vokal Pendek
. ditulis A
J=d Fathah
ditulis Fa’ala
. ditulis i
N kasrah i
ditulis Zukira
i ditulis u
(Y. Y Dammah
ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
L Tidals ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
2. Ry ditulis Tansa
kasrah+ ya’ mati ditulis i
3. A )5 ditulis Karim
Dammah + wawu mati ditulis u
4 U9 Jﬁ ditulis Furud
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
L. i ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
2. d )g ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof
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?:”H ditulis A’antum
& ac ditulis U’iddat
PR ol ditulis La’in syakartum

. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 7~

oA

ditulis

Al-Qur’an

sl

ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahyang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf “7”(el) nya.

el ditulis As-Sama’
) ditulis Asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
., ).'d\ vy 3 ditulis Zawi al-furud
R dﬁ\ ditulis Ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kajian ilmiah tentang konsep fikih ulama lokal terhadap isu-isu kontemporer,
seperti  krisis lingkungan sangat diperlukan. Dengan kompetensinya dalam
mamahami dan menetapkan hukum, ulama (terutama fugaha, ahli fikih) dapat
memberikan jawaban dan pedoman dalam melaksanakan aaran agama Islam yang

benar dalam dunia praktis.t
Dalam masyarakat paternalistik?, kajian terhadap pikiran dan sikap ulama
menjadi salah satu pintu untuk mengetahui perilaku masyarakat, disamping menjadi
landasan normatif bagi rekayasa sosia ke arah situas yang diinginkan. Secara
normatif, sebagai pewaris para nabi® dalam tugas membimbing umat, ulama dalam
struktur sosial berfungsi sebaga elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam
menentukan arah kehidupan masyarakatnya. Dengan merujuk Al-Qur’an surat Fatir

ayat 28 dan surat asy-Syu’ara ayat 197, ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan

1 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Sdatan, (Jekarta:
Kementrian AgamaRI, 2011), him. 1.

2 paternalistik dari kata dasar paternalis yang memiliki arti sifat kebapakan. Lihat Dendy
Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 1132.

3 Teks hadis Inna al-‘Ulamau Warosat al-Anbiya (sesungguhnya para ulama adalah pewaris
para nabi) terdapat perbedaan penilaian diantara ahli hadis. Hadis ini dipandang sahih oleh al-Hakim,
dianggap hasan oleh Hamzah al-Kinani, dan oleh ‘ulama hadis yang lain dianggap ¢a’/f. Imam
Bukhari mencantumkan teks tersebut dalam kitabnya bukan sebagai teks hadis. yang diriwayatkannya,
tetapi sebagal ungkapan yang di perkuat oleh Al-Qur’an surat Fatir ayat 28. Lihat Ibnu Hajar al-
Asqolani, Fath al-Bariy Juz | ( Mesir: al-Halaby, 1959) , him. 169.



kefahaman tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kealaman (kawniyyah) maupun
ayat-ayat yang tertulis (qur’aniyyah), dan oleh karenanya mereka senantiasa bersikap
tunduk dan patuh dan selektif kritis dalam menghadapi sesuatu atas dasar takut
melanggar kebenaran ayat-ayat Allah itu. * Dengan demikian, sebutan ulama
mencakup arti ilmuwan dalam bahasa Indonesia, yaitu orang-orang yang konsern
dalam mengkaji dan mengembangkan teori-teori ilmu pengetahuan.

Ada empat tugas pokok ulama. Pertama, menyampaikan gjaran Allah yang
termaktub dalam Al- Qur’an dan al-hadis. Kedua, menjelaskan garan-gjaran Allah itu
agar dapat dimengerti masyarakat. Ketiga, memberikan keputusan terhadap problema
yang dihadapi masyarakatnya dengan merujuk kepada garan Allah. Keempat,
memberikan contoh pengamalan ajaran Allah tersebut.® Konsekunsi dari tugas-tugas
tersebut, ulama dituntut aktif untuk mengembangkan wawasannya tentang makan
garan Allah dalam rangka menjawab dinamika problema masyarakat yang terus
berkembang. Ulama dituntut untuk terus berijtihad menelusuri kemungkinan-
kemungkinan tafsir “baru” dari garan Allah untuk menjawab masalah-masalah
kontemporer. Secara riil, jumlah harfiyah garan Allah yang termaktub dalam ayat-

ayat Al-Qur’an dan al-hadis terbatas teksnya, namun kemungkinan-kemungkinan

4M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1998), him. 382. Meskipun
demikian, pengertian ulama dalam konteks Indonesia telah mengalami distorsi. Ulama hanya menjadi
sebutan bagi ahli-ahli 1lmu agama, semisal tafsir, hadis, fikih. Ibid. him. 383. Gelar ulama dalam
konteks Indonesia juga sangat subjektif dan sangat informal. Gelar ulama ditetapkan oleh masyatakat
dengan tolok ukur yang tidak seragam. Di Indonesia bahkan yang lebih popular adalah sebutan kyai
(Jawa dan nasiond), buya (Minangkabau), teungku (Aceh), dan tuan guru (Bima). Lihat Cik Hasan
Bisri, Model Penelitian Fikih Jilid | (Jakarta: Kencana, 2003), him. 140-141.

5 Ibid., him. 385.



makna yang terkandung didalamnya melingkupi semesta alam dalam lintas ruang dan
waktu.

Aspek ijtihad fikih adalah kerja ulama yang sangat strategis kedudukannya
dalam membangun perilaku masyarakat. Fikih adalah ketentuan hukum bagi perilaku
lahir mukallaf yang dirumuskan ulama 7agih (jamak: fugaha) melalui proses berpikir
deduktif /stinbati, induktif istigra’i, atau integras antara keduannya. Fikih
dirumuskan dengan berpikir ilmiah, menggunakan teori atau ga’idah sebagaimana
yang dirumuskan dalam ilmu wusu/ al-figh. Oleh karena pentingnya fikih, dalam tradis
keulamaan, materi fikih menjadi kurikulum yang tidak pernah ditinggalkan, bahkan
menjadi subjek pelgjaran utamanya.® Disamping fikih ditujukan untuk membangun
perilaku masyarakat, fikih juga dapat memberikan solusi atas problema-problema
dalam masyarakat.

Salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah
masalah kerusakan lingkungan. Sampah adalah salah penyumbang kerusakan
lingkungan, satu permasalahan yang sering diremehkan (kalau tidak benar-benar
dilupakan) bagi masyarakat kita adalah persoalan sampah. Sampah dianggap suatu
yang tidak lagi berguna dan bisa dibuang kapan dan dimana pun juga, apalagi bagi

sebagian masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di tepian sungai, bisa

6 Martin van Bruenessen mencatat bahwa fikih menjadi primadona diantara sumua pelajaran
Pondok Pesantren. Lihat Martin van Bruinessen, Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat (Bandung:
Mizan, 1995), him. 112.



dipastikan sungai akan beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. ’
Kemudian dalam realitas kehidupan sering dijumpai suatu komunitas yang rajin Salat,
tetapi “ragjin” pula membuang sampah sembarangan, tidak merasa berdosa. Dengan
demikian, terjadi kesenjangan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Belum
lagi di berberapa surat kabar yang memberitakan tentang beberapa permasalahan
yang diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan oleh sebagian warga,
contohnya dalam “Orbit Koran Digital” memberitakan tentang persoaan sampah
yang menumpuk dibeberapa tempat-tempat umum di Berastagi  hingga menimbulkan
bau busuk bagi para penguna jalan kota tersebut,® di surat kabar lain juga
memberitakan fenomena sampah “Di Bekasi, sampah kasur saja dibuang ke kali”.°
Sebenarnya masih banyak lagi pemberitaan surat kabar yang memberitakan tentang
fenomena pembuangan sampah secara sembarangan, itu pun hanya yang terliput oleh
wartawan ataupun yang terberitakan di bererapa stasiun televis dan surat kabar.
Berangkat dari sini penyusun merasa perlu akan mengetahui secara jelas hukum
pembuangan sampah secara sembarangan ditinjau dari sisi kgjian Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengel olaan Sampah dan Fikih Lingkungan.

M. Thalhah dan Achmad Mufid, Figih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab
Suci (Yogyakarta: Total Media, 2008), him. 295.

8 “ Sampah Menumpuk, Berastagi Bau Busuk,” http://www.harianorbit.com/sampah-
menumpuk-berastagi-bau-busuk/, akses 15 Oktober 2014.

9 Kurnia Sari Azizah,"Di Bekasi, Sampai Kasur Saja Dibuang ke Kali,”
http://megapolitan.kompas.com/di.Bekasi.Sampai .K asur.Saja.Dibuang.ke.kali, akses 14 Oktober 2014.




B. Pokok Masalah
Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa pokok masalahnya adalah tentang pembuangan sampah
secara sembarangan. Sehubung dengan pokok masalah tersebut, maka penyusun
dalam penelitian ini menyusun rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana hukum pembuangan sampah secara sembarangan menurut
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan
Fikih Lingkungan ?,
2. Bagaimana analisis perbandingan hukum terhadap pembuangan sampah
secara sembarangan dalam segi nilai filosofis menurut Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih

Lingkungan .

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

a Untuk mengetahui secara jelas hukum pembuangan sampah secara
sembarangan menurut sudut pandang Undang-undang Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pengel olaan Sampah dan Fikih Lingkungan .

b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan hukum pembuangan
sampah secara sembarangan antara Undang-undang Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan dalam segi

nilai filosofisnya.



2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antaralain :

a SecaraTeoritis
Sebagai  kontribus ilmiah bagi perkembangan dunia pengetahuan
terutama yang erat kaitannya dengan kagian tentang pembuangan
sampah secara sembarangan menurut sudut Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan,

b. SecaraPraktis Implementatif
Sebagai sumbangsih kepada masyarakat dan pemerintah tentang
permasalahan pembuangan sampah secara sembarangan menurut sudut
pandang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah dan Fikih Lingkungan, sehingga apabila dikemudian hari
terdapat permasalahan yang demikian, dikemudian hari bisa didapatkan
titik temu solusi permasalahannya. Disamping itu, dengan mengkaji
nilai — nilai filosofis hukum pembuangan sampah secara sembarangan
ini, diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman akan aspek-aspek
keshalehan sosial, sehingga mampuh menciptakan sikap yang peduli

terhadap lingkungan alam sekitar.



D. Telaah Pustaka

Penelitian hukum dan materi fikih yang lebih berorientasi pada ibadah ritual,
seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik standar pesantren,® menyebabkan
munculnya paham bahwa aspek-aspek kesalehan sosial, seperti kewgjiban menjaga
lingkungan menjadi tertinggal. Seiring dengan problema-problem tentang lingkungan
terus meningkat dan semakin komplek. Baru-baru ini, kalangan akademisi mulai
melirik adanya penelitian yang berbasis problem lingkungan, namun dalam penelitian
ini penyusun lebih menfokuskan pada materi yang lebih spesifik yaitu pembahasan
tentang hukum pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan
Undang-undang Nomorl8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih
Lingkungan).

Dalan sebuah penyusunan skripsi diperlukan telaah pustaka untuk
menunjukkan keadlian/ keorisinilitas dalam penyusunannya sebagai tolak ukur
permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan
yang sudah pernah dibahas sebelumnya, artinya penyusun harus membahas
permasalahan yang belum pernah dibahas sebelumnya. Penyusun sebelumnya
melakukan observas lebih jauh tentang, skripsi, karya ilmiah, buku-buku lainnya
guna mendalami permasalahan yang akan dijadikan skrips nantinya serta dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

WKitab fikih standar yang digjarkan di Pondok Pesantren Kalimantan Selatan adalah sittin
Mas’alah, Fath al-Qarib, Fath al-Mu’in, at-Tahrir, Fath al-Wahhab, al-Mahalli, al-Figh Wadih, dan
Figh as-Sunnah. Berdasarkan hasil penelitian, pembelgjaran kitab-kitab tersebut tidak menyentuh
persoalan fikih lingkungan dalam arti spesifik. Lihat Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif
Ulama Kalimantan Selatan, (Jakarta: Kementrian AgamaRI, 2011), him. 11.



Berikut ini adalah beberapa buku-buku/ skripsi dan karya tulis ilmiah yang
berkaitan dengan masalah Fikih Lingkungan, adapun penjabarannya akan penyusun
klasifikasikan berdasarkan jenis karya ilmiah tersebut, diantaranya kategori buku,
skripsi, disertasi, laporan penelitian dan makalah :

1. Buku

a. Yusuf al-Qardawiy pada tahun 2000 menulis buku yang khusus menjelaskan
konsep gjaran Islam tentang lingkungan hidup dengan judul R7’ayah al-Bi’ah
fi Syari’ah al-Islam. Buku ini sangat informatif dalam menjelaskan
keterkaitan isu lingkungan hidup dengan berbagai disiplin ilmu agama.
Sehingga, dari sudut disiplin ilmu agama maupun, isu lingkungan hidup
dapat bersinergi dan didekati.**

b. Di tanah air, semangat menggali potensi kearifan garan isam tentang
konservas dan restorasi lingkungan hidup mulai menggeliat. Ali Y afi adalah
sedikit diantara ulama kaji duduk '? yang sangat kreatif dalam membumikan
fikih, salah satunya fikih lingkungan. tahun 2006 bukunya lahir dalam judul
Merintis Figih Lingkungan Hidup. * Sesuai dengan kepiawean dan

kecenderungannya dalam kajian fikih, is buku ini sangat berguna dalam

R yusuf al-Qardawiy, “Ri‘ayah al-Bi’ah fi Syari’ah al-Islani”, (Qahirah : Dar asy-Syurug,
2001).

2 |dtilah “kaji duduk” menggambarkan aktifitas pengembaraan intelektual yang dijalani
secara tradisional dari satu guru ke guru yang lain, dari satu pesantren salaf menuju pesantren salaf
yang lain.

13 Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup, (Jekarta: Y ayasan Amanah, 2006).



memberikan kesadaran tentang “adanya wujud” fikih lingkungan bagi umat
Issam di Indonesia. Bahasannya masih dalam tahap permukaan, tetapi
epistimologinya sudah melibatkan cara-cara berfikir induktif. Hal itu terlihat
pada bab-bab awal buku tersebut yang membahas tentang fakta kerusakan
lingkungan, khususnyadi Indonesia.

c. Ditahun yang sama 2006, Ahsin Sakho Muhammad menulis buku yang
berjudul Fikih Lingkungan (Figh al-Bi’ah),** buku ini mengkaji tentang
pelestarian alam dan lingkungan berdasarkan A/-Qur’an, al-hadis dan kitab
salaf (kitab kuning ).

d. Padatahun 2008, M. Thalhah dan Ahmad Mufid menulis buku yang berjudul
“Figih Ekologi (Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci)”,'® dalam buku ini
membahas tentang masalah-masalah lingkungan, fenomena-fenomena alam
seperti global warming, banjir, tanah longsor, berkurangnya air bersih,
punahnya hewan dan tumbuhan, berkurangnya produksi oksigen, serta
pembahasan mengenai permasalahan sosial masyarakat dan Negara dikgji
dengan menggunakan Fikih Ekologi.

e. Kemudian Sofyan Anwar Mufid juga menulis buku yang berjudul “Islam

dan Ekologi Manusia’,*® dalam buku ini penulis mengembangkan ini dengan

14 Ahsin Sakho Muhammad dkk., Fikih Lingkungan (Figh al-Bi’ah), cet.ke-2, (Sukabumi:
Conservation Internasional Indonesia, 2006).

15 M. Thalhah dan Ahmad Mufid, Figih Ekologi - Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci,
(Yogyakarta: Total Media, 2008).

16 Sofyan Anwar Mufid, 1slam dan Ekologi Manusia, (Bandung: Nuansa, 2010).
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menganggap bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan bagian yang
tidak terpisshkan dari ekosissem manusia, karena padadasarnya
kesempurnaan manusia akan semakin terjaga bila manusia memahami
bahwa dirinya merupakan ciptaan Tuhan yang pantas harus mengagungkan
hasi| karya dan memelihara alam sekitar sebagai wujud ciptaan-Nya.

2. Skrips

a. M. Ali Nasrullah menyusun skripsi yang berjudul “Konservasi Sumber Daya
Alam”,Y" skripsi ini membahas tantang /adis-hadis lingkungan dilihat dari
sudut pandang [lmu Ma’anil Hadis.

b. Nikmatur Rohman menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Figh
Lingkungan”,*® skripsi ini membahas tentang pemikiran KH. Ali Y afie dan
Mujiyono Abdillah tentang konsep fikih lingkungan.

c. Pada tahun 2011, Astoni menyusun skripsi yang berjudul “Sanksi bagi
Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”,!® skrips ini mengupas tentang
sanks bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dari prespektif Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Figh Islam.

M. Ali Nasrullah, “Konservasi Sumber Daya Alam (studi Ma’anil Hadis Terhadap Hadis-
hadis Lingkungan)”, skripsi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2006.

18 Nikmatur Rohman,” Konsep Figh Lingkungan (Studi Komparatif Pemikiran KH. Ali Yafie
dan Mujiyono Abdillah)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta,
2008.

19 Astoni, “Sanksi bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparatif Menurut
UU. NO. 32 Tahun 2009 dan Figh Islam)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Y ogyakarta, 2011.
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d. Ditahun yang sama, Sakhirin juga menyusun sebuah skripsi yang berjudul
“Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup”, %
skrips ini membahas tentang pencegahan dan penaggulangan pencemaran
lingkungan hidup dilihat dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Disertas

a. Abdul Qodir Gassing menulis disertas dengan judul “Perspektif Hukum
Isam Tentang Lingkungan Hidup”.? Disertasi ini mengulas tentang dasar-
dasar filosofis dan teologis dan sedikit masalah fikih lingkungan.

b. Mujiyono Abdillah pada tahun yang sama menghasilkan disertas dengan
judul “ Teologi Lingkungan Islam”.?? Sesuai dengan judulnya, disertasi ini
lebih mengulas wilayah ekoteologi. Disertasi terbaru berjudul “ A/-Qur’an
dan Konservas Lingkungan” hasil tulisan Mudhofir Abdullah 2 yang
diselesaikan tahun 2009 dan terbit menjadi buku tahun 2010. Disertasi ini
tampaknya mengikuti langkah Yusuf al-Qardawiy daam ha melihat

lingkungan hidup dalam berbagi perspektif. Akan tetapi tinjauannya lebih

2 Sakhirin,”Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi
Komparass Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kdijaga Y ogyakarta, 2011.

2L Abdul Qodir Gassing,” Perspektif Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup” , disertasi yang
telah diterbitkan menjadi buku, (Jakarta:PPS UIN Syahid Jakarta, 2001).

22 Mujiyono Abdillah,” Teologi Lingkungan Islam,” disertasi yang telah diterbitkan menjadi
buku, (Jakarta: PPS UIN Syahid Jakarta, 2001).

2 Mudhofir Abdillah,” Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan,” disertas yang telah
diterbitkan menjadi buku, (Jakarta:Dian Rakyat, 2010).
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teoritis dan melibatkan tiga ranah filsafat: ekoteologi, ekosufi dan ekousul
fikih.

c. Serta pada tahun 2011 Sukarni juga menghasilkan disertasi dengan judul
“Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan.?* Disertasi
ini menjelaskan konsep fikih lingkungan dengan perspektif ulama
Kalimantan Selatan.

4. Laporan Penelitian dan Makalah

a. A. Athaillah (2003)?° melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat
Muslim kota Banjarmasin terhadap pengelolaan sungai, dengan hasil bahwa
masyarakat Muslim tidak mengetahui adannya larangan agama Islam untuk
mengotori sungai dengan membuang sampah dan kotoran lainnya ke sungai.
Laporan ini sangat deskriptif. Meskipun menggunakan pendekatan
sosiologis empiris, tetapi hanya mengambil satu variable penyebab, yaitu
ketidaktahuan; variable yang belum menyentuh inti persoaan penyebab
perilaku yang lebih dalam seperti budaya, pertimbangan ekonomi,
pragmatism, peran tokoh agama, atau bahkan doktrin fikih yang mereka
pahami yang menyebabkan terjadinya perilaku (sebagian) masyarakat kota
Banjarmasin — dengan sengagja — menjadikan bantaran sungai sebagai

pemukiman dan membuang limbah rumah tangga ke sungai.

24 Sukarni,” Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan”, disertasi yang
telah diterbitkan menjadi buku, (Kementrian Agama RI:2011).

%5 A. Athaillah, “Peresepsi Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin terhadap Pengelolaan
Sungai”, Laporan Hasil Penelitian (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2003).
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b. Mustafa Abu Sway, dalam sebuah ceramah menyampaikan makalah dengan
judul “ Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: Figh al-Bi’ah
fi al-islam’. Dalam makalah tersebut Abu Sway menegaskan tentang
landasan normatif 1slam yang sangat kaya tentang lingkungan hidup. Abu
Sway juga mengungkapkan bahwa konsekuensi manusia yang diciptakan
Tuhan sebagai kholifah terletak pada kehidupan yang berorientasi ekologis.
Menurutnya, konsep maqasid asy-syari’ah hanya akan berarti bila
lingkungan hidup semakin baik. Dia juga menegaskan bahwa merawat

lingkungan adalah posisi tertinggi dalam maqgasid asy-syari’ah.?®

E. Kerangka Teori

Konsep fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara
umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagal kepahaman terhadap sesuatu. A/-
Qur’an beberapa kali menyebutkan kata turunan (musytaq) dari figh, antara lain
dalam A/-Qur’an surat at-Taubah (9) ayat 122, dalam ayat ini Allah menyeru
“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk
memahamali (mempelgjari) agama agar mereka memberikan peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga

dirinya.”

% Musthafa Abu Sway,” Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: Figh al-
Bi’ah fi al-Islam’, dalam http://homepage.iol.ie/efifi/Articles/environment.htm. diakses 07 Oktober
2014 (ceramah ilmaiah yang disampaikan di Masjid Belfast, Februari 1998).
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Sebagai kerja ilmiah (ijtihad), fikih harus menggunakan metode berfikir
yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduktif
(#stimbati) menjadi tradisi dalam fikih (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab
fikih pesantren), tetapi kerja induktif (/stigra’l) melalui konsep maslahah, juga telah
diakui sgjak perkembangan awal fikih Islam. Sebagaimana dijelaskan Abu Zahrah,
adalah salah satu generasi tabi’in yang menegaskan bahwa mas/ahah berada dibalik
hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam A/-Qur’an maupun yang ada di dalam
al-Hadrs. Dengan demikian, kemaslahatan itulah yang menjadi inti olehnya dapat

digeneralisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak terdapat dalam nassnya.?’

Adapun term fikih lingkungan (figh al-bi’af), secara etimologis terdiri dari
dua kata yang tersusun secara /dafah yang termasuk kategori bayaniyyah (kata
kedual mudaf ilaih sebagai keterangan kata pertamal muaaf).?® Dengan demikian, kata
lingkungan merupakan penjelas dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian
fikih tersebut. Secara istilah, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat
aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang

berkompeten berdasarkan dalil yang bernuansa ekologis.?®

27 Muhammad Abu Zahrah, Usu/ al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-*Arabi, t.t.), him. 279 — 280.
Lihat juga asy-Syatibi, a/-/’tisam, Juz 1l (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’udiyyah,
1995), him. 607 - 626.

% Mustafa al-Galayain, Jami’ad-Durus al-‘Arabiyyah, Juz 11l (Bairut: Maktabah al-
‘Asriyyah, 2000), him. 206.

2 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Jakarta:
Kementrian AgamaRI, 2011), him. 16.
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Dari definis fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu
dijabarkan.® Pertama, seperangkat aturan tentang perilaku yang bermakna bahwa
aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam
interaksinya dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan diwadahi dengan
hukum-hukum fikih dalam limawadah: al-wujub, an-nadb, al-ibahah, al-karahah, dan
al-hurmah. Dengan demikian, seperangkat aturan tersebut mengacu pada status
hukum perbuatan mukalaf dalam interksinya dengan lingkungan hidup. Kategori-
kategori aturan tersebut memiliki kekuatan spiritua bahkan kekuatan eksekusi formal
manakala aturan fikih tersebut dapat disumbangkan kedalam proses pengembangan
dan pembinaan hukum positif/hukum nasional tentang lingkungan hidup.3! Jabaran

bagian pertamaini termasuk dalam kategori ontologi®? fikih lingkungan.

Kedua, maksud dari kalimat “ yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten”
adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang
mengerti tentang fikih lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber noematif
(Al-Qur’an, al-hadis, dan ijtihad-ijtihad ulama) tentang aturan fikih lingkungan.

Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal normatif

30 Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan ( Y ogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Y KPN,
2005), him. 55 — 57. Pada halaman tersebut dijelaskan empat hal yang mesti dijabarkan dari definisi
fikih lingkungan.

Sl Hal ini bukan suatu yang mustahil bila dilihat dari politik pembinaan hukum nasional,
dimana salah satu sumber yang dipertimbangkan adalah hukum-hukum yang bersumber dari keafifan
suatu agama resmi di indonesia. Lihat Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara
Hukum Islam dan Hukum Umum (Y ogyakarta: Gama Media, 2002), him. 247 — 252.

%2 Ontologi (Ontology) cabang filsafat yang mempelgjari realitas tertinggi atau hakikat dari
realitas. Lihat Achmad Fanani, Kamus Istilah Populer (Y ogyakarta: Mitra Pelgjar, 2012), him. 307.
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dan pengetahuan tentang fakta-fakta empirik lingkungan hidup. Oleh karena itu,

perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang ekologi.

Ketiga, yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah
bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu pada dalil. Dalil dalam hal
ini, tidak hanya dipahami secaratekstual dalam arti nass yang sarih, tetapi mencakup
dalil yang diekstrak atau digeneralisir dengan maksud syariat. Pada bagian yang
terakhir ini, generalisasi dalil melalui gryas atau generalisasi maksud syariat melalui
maslahah mursalah akan dilakukan. Dengan demikian mujtahid lingkungan harus
bekerjal barijtihad melalui jalur deduktif dan indukrif. Metode ijtihad deduktif dan
induktif ini akan lebih dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Jabaran bagian ketigaini

termasuk dalam epistimologi® fikih lingkungan.

Keempat, maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan
kehidupan yang bernuansa ekologis’ adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih
lingkungan, yaitu kemaslahatan kehidupan semua makhluk tuhan. Hal ini
menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies
makhluk tuhan dapat hidup dengan space aam yang waar sehingga akan
memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang rahmatan Ii al-

‘alamin.

33 Epistimologi adalah cabang filsafat mengenai kebenaran dari pengetahuan. Topik ini sering
dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya,
macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Lihat : Achmad Fanani, Kamus
Istilah Populer (Y ogyakarta: Mitra Pelgjar, 2012), him. 171.
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Secara umum penggaian hukum fikih tersmpul dalam tiga pendekatan,
yaitu deduktif, induktif, dan integralistik.>* Deduktif atau /istinbat al-ahkanr™ adalah
sebuah metode berpikir fikih yang dimulai dari dalil (teks). Dengan melaui analisis
kebahasaan, teks tersebut melahirkan hukum. Pada umumnya, metode deduks adalah

cara yang ditempuh ulama-ulama hadis (muhaddis)®*® dan ulama tafsir (mufasin

34 Dalam sejarahnya, secara bertahap tiga pendekatan itu diintrodosir oleh ulama-ulama usul
terkenal, yaitu asy-Syafi’i (w. 204), al-Gazzali (w. 505), dan asy-Syatibi (w. 790). Lihat Syamsul
Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam M. Amin Abdullah, dkk., Mazhab
Jogja Menggagas Paradikma Usul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), him 148.
Dalam sejarah hukum Islam, tiga metode penerapan hukum tersebut tidak berarti sebagai klaim
masing-masing tokoh tertentu. Dalam kenyataannya, sejak zaman Rasulullah, sahabat, hingga
mujtahid-mujtahid berikutnya, masing-masing mereka mengembangkan metode berfikir deduktif
normatif dan induktif empiris, meski belum secara eksplisit tampak sebagai sebuah metodologi. Nabi
Muhammad, misalnya, memuji Muaz yang menggunakan ra’y dalam berijtihad ketika tidak
ditemukan nass. Ra’y merupakan dasar pijakan dalam kerja induktif. Lihat hadis tentang Muaz dalam
Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-Azim Abadi, ‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawad,
Juz IX (Bairut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1990), him. 168 — 169. Dalam sejarah fikih era al-Khulafa
ar-rasyidun, tradisi deduktif tetap menjadi langkah pertama dalam penetapan hukum. Akan tetapi,
ketika dalil tidak diketemukan, maka giyas dan kesepakatan musyawarah (//ma’) menjadi jalan baru
penetapan hukum. Qjiyas dan /jma’ dalam batas-batas tertentu adalah bagian dari wadah kerja
induktif. Tentang giyas dan kesepakatan musyawarah (/fma’) sebagai metode ijtihad, lihat dalam Ali
Hasabillah, Usul at-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971), him. 13 — 15. Pada zaman
berikutnya, imam-imam mujtahid juga mengikuti era sebelumnya, deduksi dan induksi bekerja sesuai
posisinya. Malik bi Anas (w. 179) sebagai tokoh hadis karena posisinya berada di Madinah (dar a/-
hadlis), mengakui konsep maslahah yang kemudian dikembangkan oleh al-Gazzali (w. 505) dan
mencapai puncak pada zaman asy-Syatibi (w. 790) dengan konsep al-magasid ( maqasid asy-syari’ah).
Noeng Muhadjir mengistilahkan dengan “mondar mandir antara induksi dan deduksi”, untuk
mendudukkan pendekatan empiris-historis-induktif, Noeng menegaskan bahwa Al-Qur’an dan Al-
Hadis tidak dijadikan sebagai postulat atau premis mayor, melaikan dipakai untuk konsultasi, untuk
pelita, untuk penjernih pada saat kita bingung, pada saat banyak berbeda teori, pada saat kita berbeda
pemaknaan. Lihat Noeng Muhadjir, “Wahyu dalam Paradikma Penelitian Ilmiah Pluralisme
Metodologik: Metodologi Kualitatif”, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusil Karim (Ed.) Metode
Penelitian Agama. Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), him. 62.

5 Trem istinbat al-ahkam pada mulanya sebuah istilah netral yang dapat bermakna deduktif
juga induktif, tetapi dalam praktiknya trem tersebut terseret menuju pengertian deduktif sgja. Lihat
Ahmad Minhaji, “Reorientasi Kgjian Usul Figh”, dalam M. Amin Abdullah, dkk., Re-strukturisasi
Metodologi 1lamic Studies Mazhab Yogyakarta (Jogjakarta: SUKA Press, 2007), him. 124.

36 Patut dicatat, bahwa beberapa mujtahid yang termashur adalah muhaddis. 1mam Malik
menulis a/-Muwatta, Imam Sya fi’i menulis a/-Umm, Imam Ahmad menulis Musnad.
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karena salah satu tugas mereka adalah menjelaskan kandungan nass yang bermula
dari pendekatan teks nass itu sendiri. Tugas mufasir dan muhaddis adalah
memberikan interpetas (bayan) terhadap nass. Metode induktif (/stigra’s) biasanya
dirumuskan oleh mujtahid yang berorientasi sosiologis antropologis. Bagi mereka,
kenyataan-kenyataan sosial dapat menentukan rumusan hukum. Bagi kelompik kedua
ini terkenal sebuah kaidah tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-azminah
(hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat). Diantara mereka ada
yang menggabungkan antara /stinbatiy dan /stigra’jy secaraintegralistik, seperti yang

dikembangkan oleh asy-Syatibi. ¥

Balk model deduktif maupun induktif atau integralistik sama sama
memberikan kesimpulah hukum fikih suruhan (amr) memelihara dan memperbaiki
lingkungan dan larangan (nahy) terhadap perilaku destruktif terhadap lingkungan.
penalaran deduktif lebih bersifar doktrin, sedangkan penalaran induktif lebih

membumi dan rasional. Pendekatan integralistik akan menjembatani kesenjangan

7 Abu Ishag asy-Syatibi (w. 790) dikenal sebagai peletak dasar baru dalam metodologi
ijtihad, yaitu dengan memadukan antara deduktif dan induktif melalui konsep magasid asy-syari’ah.
Lihat karyanya al-Muwafagat fi Usul al-Ahkam (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.). Pendekatan inegralistik
dapat pula dimaknai sebagai gabungan, apa yang disebut dalam paradikma filsafat ilmu, antara
normativisme, positivism/empirisme, dan rasionalisme. Dalam masalah-masalah sosial empirik yang
ta’aqquli (reasionable), ketiga pendekatan tersebut dapat berjalan secara simultan. Dalam kasus
pengharaman minuman memabukkan, interpretasi deduktif nass surat Al-Maidah ayat 90 dan giyas
untuk menjangkau setiap minuman yang memabukkan, pertimbangan menghilangkan setiap yang
memudaratkan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara empiris induktif, memperlihatkan
bahwa normativisme-positivisme-rasionalisme dapat saling melengkapi dan berjalan bersama dengan
penetapan suatu hukum fikih. Lihat Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum (Y ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), hal. 7 — 13.
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yang mungkin terjadi antara kedua pendekatan tersebut.® Dalam hal kerusakan
lingkungan pendekatan integralistik sangat relevan untuk dipergunakan dalam

mengkaji masal ah kerusakan lingkungan.

Masalah kerusakan lingkungan terutama akibat pembuangan sampah secara
sembarangan merupakan masalah sepele sebagian orang, namun berdampak besar
bagi bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah merupakan acuan normatif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di
Indonesia. Secara umum dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan
kewagjiban pemerintah dan masyarakat, garis besar pengelolaan sampah, hubungan
pemerintah dengan masyarakat dan badan usaha. Berikut adalah pasal 29 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan

larangan:
Pasal 29%°

(1) Setiap orang dilarang :
a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. mengimpor sampah;

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

%8 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, him. 19.

3% Pasal 29 ayat (1-4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
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d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan;
e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan
disediakan;
f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka
ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengel olaan sampah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah,
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah
kabupaten/kota.
(4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

huruf f dan huruf g.

Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e diatas jelas mengatur tentang larangan
membuang sampah tidak pada tempatnya atau larangan pembuangan sampah secara
sembarangan, kemudian pada ayat 3 dan 4 Pasa ini juga memberikan amanat

terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur pelaksanaan ayat (1)
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huruf e, huruf f dan huruf g, baik peraturan lebih lanjut mengenai peraturan ini
ataupun sanks pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g. Jadi, setiap
pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan amanat untuk melaksanakan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengel olaan Sampah ini.

Pengelolaan sampah regional di daerah kabupaten/kota adalah untuk
memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat sesua dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pembentukan Peraturan
Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sgjenis rumah tangga
di daerah kabupaten/kota adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan peraturan
kewenagan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam
Peraturan Daerah. Amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang tersebut
memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan
publik dalam pengelolaan sampah. Beberapa kota besar telah memiliki Perda
mengena pengelolaan sampah, namun dalam penelitian ini penyusun hanya akan
lebih fokus pada beberapa Perda sga, yaitu Perda Kabupaten Bantul, Perda
Kabupaten Sleman, Perda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda Kota Bandung, dan

Perda Kota Surabaya, sebagai contoh pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun
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2008 Tentang Pengelolaan Sampah terlebih untuk menguatkan nilai filosofis yang

diteliti.

Daam Hukum Islam tidak ada larangan yang secara khusus melarangan
pembuangan sampah secara sembarangan, namun hukumnya akan menjadi haram
jika menimbulkan bahaya yang mengancam, jiwa, harta, agama dan Negara. Jika di
Negara kita, pembuangan sampah secara sembarangan dapat merugikan diri sendiri
dan orang lain, apalagi jika dibuang di tempat-tampat umum yang mengganggu orang
banyak atau di tempat yang menyebabkan tergenangnya air, hingga menyebabkan
penyakit dan membuat banjir. Dalam keadaan seperti itu dapat dihukumi bahwa
membuang sampah secara sembarangan itu terlarang baik menurut agama maupun
Undang-undang, karena dapat menimbulkan penyakit, banjir dan kerugian yang

lainnya.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan, lebih
dari itu Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Beberapa dalil A/-
Qur’an dan hadis yang melarang manusia berbuat kerusakan dan perintah menjaga

bumi :
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1. Perintah menjaga bumi, jangan berbuat kerusakan :
et A iy O Leabs g B 0ge3ly LgmDsl dmy 2,V (3lednis Vs
40, . 4
2. Kerusakan akibat ulah manusia:
W@J\kﬁmr@l&@wu‘du\i\wu?‘ﬂ)ﬂ\L;JLM.AJ\J.@J;
Jer>r g (..@.LJ
oS oa ST OS5 ol 8l OIS S Iy i G oW 3 Iy B

3. Hadlis tentang kebersihan.

a Hadis 1
2o W Bt 5 il SO L (2 o 0

b. Hadis 2
Byl as skl

C. Hadis 3

Mgy IS die Mol 0N 3l e 331 01Y

40 Al-“Araf (7) : 56
4 Ar-Rum (30) : 41-42

42 Al-Bukhari, Al-Jami' as-Sahih, (Lebanon : Dar Al-Fikr, tt), | : 65. “ Bab Tuharimu Al-
Kibri Wa Bayanih”. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas’ud.

4 Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal, (ttp. tnp. , tt.), V : 342, riwayat Abi
Malik Al-Asy’ari. Lihat Abdullah Bin Abdurrahman Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, ( Lebanon, Dar
Al-Kotob, 1971), I : 110, “Kitab At-Taharah, bab Ma Jaa Fi At-Tuhuri”, hadis no. 653 riwayat Abi
Malik Al-Asy’ari.

4 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (ttp : Dar Al-Fikr, 1981), Il : 234. “ Bab As-Siwak”, hadis
ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lihat Al-Bukhari, A/-Jami’ as-Sahih, (Lebanon : Dar Al-Fikr, tt),
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Adapun dalil-dalil diatas akan penyusun paparkan dengan teori integralistik
(konsep magasid asy-syari’ah) sebaga jembatan untuk mendapatkan titik temu
terhadap hukum pembuangan sampah secara sembarangan ini. Sehingga dapat
dijadikan pedoman dalam menentukan hukum pembuangan sampah secara

sembarangan.

Bagi suatu Negara dan Bangsa Indonesia mutlak adanya Undang-undang
yang mengatur tantang kejelasan hukum mengenai pembuangan sampah secara
sembarangan. Dengan adanya landasan hukum yang memiliki legalitas sekaligus
menampung perinsip-perinsip dan memiliki landasan hukum Islam mengenai
larangan pembuangan sampah secara sembarangan ini, maka diharapkan dapat
merubah pola pikir manusia untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar demi

kelangsungan hidup bersama.

. Metode Pendlitian

Selayaknya penelitian yang umumnya dilakukan dengan sistematika yang
baku, Penelitian pun tidak mungkin dapat disebut ilmiah tanpa berpijak pada prosedur

kerjayang logis dan sistematis. Pada konteks penelitian, prosedur kerja dipandu oleh

I :151.” Bab As-Siwak”, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lihat juga Abdullah Bin
Abdurrahman Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, ( Lebanon, Dar Al-Kotob, 1971), | : 116, “Kitab At-
Taharah, bab Fi Siwak”, hadis no. 683, diriwayatkan oleh Abi Hurairah.
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metode tertentu yang disebut dengan metode pendlitian. *® Dalam menguraikan
penelitian terhadap masalah diatas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :
1. JenisPendlitian
Jenis pendlitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka
(Library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
sumber buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian. *® Kemudian menelaah dengan menggunakan bahan-bahan
berupa buku dan sumber pustaka lainnya untuk dikaji lebih lanjut.
2. Sifat Pendlitian
Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analisis dan komparatif.
Secara harfiah, penelitian diskriptif adalah penelitian yang dimaksud
untuk membuat pencandraan (diskripsi) mengena kejadian-kejadian.
Dalam arti ini penelitian diskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam
cara diskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling
hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna
dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-
hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode diskriptif.*” Dengan

menggunakan metode ini diharapkan mampu untuk mendiskripsikan

4 Sudarwin Damim, Menjadi Penelitian Kualitatif, cet. 1, (Bandung : CV. Pustaka Setia,
2002), him. 39.

4 Suharsimi Akunto, Prosedur Penglitian : Satu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), him. 11.

47 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), him.
19.
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aspek pengertian, dasar hukum dan perumusan dasar hukum dari
permaslahan diatas, baik menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengel olaan Sampah maupun menurut Fikih Lingkungan.

Andisis addah jalan atau cara yang diguankan untuk
mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap
objek yang diteliti dengan menggunakan cara memilih antara pengertian
yang satu dengan pengertian yang lainnya, untuk sekadar menemukan atau
penjelasan mengenai objeknya. Analisis yang dituangkan dalam penelitian
ini adalah analisis dari masalah tentang pembuangan sampah secara
sembarangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah dan analisa Fikih Lingkungan.

Komparatif adalah usaha untuk membandingkan suatu konsep
sistem hukum Islam dengan konsep sistem hukum positif atau Undang-
undang, dalam hal ini penyusun lebih fokus pada perbandingan nilai
filosofis hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan adanya persamaan dan
perbedaan diantar keduanya.

. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan menggunakan data
literer. Pengumpulan data menggunakan bahan data primer dan bahan data
skunder, bahan data primernya adalah A/-Qur’an, as-Sunnah, hadis yang

berkaitan dengan Fikih Lingkungan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun
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2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan bahan data sekundernya
adalah karyakarya yang relevan dengan pembahasan dan membantu
pemahaman dalam penulisan ini. Maka dari itu teknik pengumpulan data
adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang

bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

. Pendekatan

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif adalah
suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dimana masalah-
masalah yang dibahas berada dalam bingkai norma-norma hukum yang
ada, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah, dokumen Negara dan di dalam hukum Islam (A/-
Qur’an dan as-Sunnah). Sedangkan  pendekatan filosofis adalah
pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tantang
tujuan, hikmah, is atau hakekat yang ada dibalik suatu permasalahan

objek yang diteliti.*®

. Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan logika

integralistik dan logika komparatif :

48 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. V (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2000), hal.
42-43.
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a. Logika integralistik adalah pola pikir yang berangkat dari pemaduan
antara analisis data deduktif dan analisis data induktif. Analisis data
deduktif digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil
pemahaman yang ada dalam berbagai teks.*® Sedangkan analisis data
induktif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang khusus atau
peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik kegeneralisasi yang
bersifat umum.>° Logika integralistik ini memadukan antara analisis data
deduktif dan analisis data induktif sehingga menghasilkan pola pikir yang
integral. Dalam hal ini logika integralistik dapat juga disebut sebagai
konsep maqasid asy-syari’ah.

b. Logika Komparatif adalah metode penelitian deskriptif yang berusaha
mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan
sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha meneliti faktor-
faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan
membandingkan suatu faktor dengan faktor lainnya. Dalam skripsi ini,
perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan antara Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan fikih
lingkungan dalam segi nilai filosofisnya terhadap masalah pembuangan

sampah secara sembarangan.

49 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian IImiah, (Bandung : Tarsito, 1990), him. 143.

%0 Analisis data induktif adalah analisis yang bertumpu pada beberapa premis minor yang
kemudian digeneralisir menjadi premis mayor. Sutrino Hadi, Metodologi Research, cet. 10
(Yogyakarta: Y ayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), him. 1-2.
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G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya penyusun untuk keutuhan pembahasan dalam skripsi ini, serta
agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang
masalah, sebagal dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan
dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini berguna untuk mengatur
keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua memuat tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pembuangan
sampah secara sembarangan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam
bab ini secara lebih spesifik membahas mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup
Pembuangan Sampah Secara Sembarangan, tindak pidana pembuangan sampah
secara sembarangan, serta hukum pembuangan sampah secara sembarangan di
Indonesia. Secara keseluruhan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenal hukum pembuangan sampah secara sembarangan menurut Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008.

Bab ketiga skripsi ini berbicara tentang tinjauan hukum terhadap tindak
pidana pembuangan sampah secara sembarangan menurut Fikih Lingkungan, yang
terbagi dalam beberapa sub bab, diantaranya : Fikih Lingkungan secara umum, relasi
peranan dan fungsi agama Islam dengan lingkungan, serta diakhiri dengan hukum

pembuangan sampah secara sembarangan menurut Fikih Lingkungan.
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Bab keempat dari penyusunan skripsi ini adalah analisis perbandingan hukum
dari sisi persamaan dan perbedaan dalam hukum pembuangan sampah secara
sembarangan perspektif Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah dan Fikih Lingkungan, yang terbagi dalam beberapa sub bab, diantaranya :
nilai filosofis dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah, nilai filosofis dari fikih lingkungan, serta titik temu antara produk hukum
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan Fikih
Lingkungan. Dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka diharapkan akan
menghasilkan analisis perbandingan yang relevan dalam konteks hukum pembuangan
sampah secara sembarangan di Indonesia.

Bab kelima skripsi ini tentang kesimpulan penelitian yang penyusun lakukan
dalam skripsi, berisi kessmpulan hukum pembuangan sampah secara sembarangan
menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Fikih Lingkungan. Bab ini

terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran-saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hukum Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
merupakan acuan normatif dalam penyelenggaraan pengel olaan sampah di Indonesia.
Secara umum dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban
pemerintah dan masyarakat, garis besar pengelolaan sampah, hubungan pemerintah
dengan masyarakat dan badan usaha.

Pengelolaan sampah regional di daerah kabupaten/kota adalah untuk
memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat sesua dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pembentukan Peraturan
Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sgjenis rumah tangga
di daerah kabupaten/kota adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan peraturan dalam
bentuk kewenagan Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah di daerah

kawasannya masing-masing.

129
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Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur tentang larangan membuang sampah tidak
pada tempatnya atau larangan pembuangan sampah secara sembarangan, kemudian
pada ayat 3 dan 4 Pasal itu juga memberikan amanat terhadap pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk mengatur pelaksanaan ayat (1) huruf e, baik peraturan lebih
lanjut mengenal peraturan ini ataupun sanksi pidana kurungan atau denda terhadap
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Jadi, setiap
pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan amanat untuk melaksanakan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah itu.

Amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang tersebut di atas
memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan
publik dalam pengelolaan sampah.

Daam konteks hukum di Indonesia, nilai filosofis dari hukum larangan
pembuangan sampah secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar belakang penyusunan
dan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah terdapat sembilan asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu ; asas
tanggungjawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
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2. Fikih Lingkungan

Daam fikih lingkungan pembuangan sampah secara sembarangan adalah
dilarang/diharamkan, istilah haram dalam hukum pelarangan pembuangan sampah
secara sembarangan itu dapat bernuansa /izatih dan /lighoirih. Membuang sampah
dengan kemudaratan yang ditimbulkannya, menjadi haram karena akibatnya. Label
haram bagi pembuang sampah yang melanggar aturan adalah predikat yang paling
tepat, bahwa dengan mempertimbangkan dampaknya yang mencemari lingkungan,

maka sampah wajib dikelola agar aman dari pencemaran.

Pemerintah, dengan dinas kebersihannya sebenarnya sudah menyahuti hal ini.
Dalam fikih lingkungan yang telah dirumuskan, ada dua hal yang harus diperhatikan?.
Pertama, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran.
Kedua, masyarakat wajib taat terhadap aturan-aturan pemerintah tentang pengelolaan

sampah.

Kemudian nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan sampah secara
sembarangan dalam fikih lingkungan secara garis besar dapat dirangkum menjadi
beberapa poin, yakni seperti konsep pandangan A/-Qardawi, bahwa ketersediaan
lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya norma-norma tengah.
Dalam kaitan ini, al-Qardawi merumuskan istilah-istilah : Aifz al-bi’ah min al-

muhafazah ‘ala ad-din (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara

! Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Sdlatan, (Jekarta:
Kementrian AgamaRI, 2011), him. 196.
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agama), hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala an-nafs (memelihara lingkungan adalah
bagian dari memelihara jiwa), hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala an-nasl
(memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), /ifz al-bi’ah min
al-muhafazah ‘ala al-‘agl ( memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara
akal), dan hifz al-bi’ah min al-muhafazah ‘ala al-mal (memelihara lingkungan adal ah

bagian dari memelihara harta benda).?

Dengan memperhatikan rumusan dari A/-Qardawi diatas dan dengan mengacu
pada maqasid syari’ah dapat disimpulkan bahwa menjaga lingkungan, dalam hal ini
hukum, larangan membuang sampah secara sembarangan memiliki asas dan tujuan
penting, diantaranya ialah: asas perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal,

harta benda, dan kehormatan.

3. Kontekstualisass Hukum Pembuangan Sampah Secara Sembarangan di
Indonesia
Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh
sebagian masyarakat, seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya,
memberikan andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan. Sampah
merupakan problem lingkungan yang akan semakin rumit pengelolaannya sampai

ditemukan manajemen pengelolaan dan cara-cara daur ulangnya yang jitu. Bagi

2 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, him. 246.
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masyarakat perkotaan, karena keterbatasan tempat penampungan, sampah semakin
menjadi salah satu ancaman kehidupan. Dampak-dampak yang akan ditimbulkannya
adalah menjamurnya sarang nyamuk, penyumbatan airan air/sungai, bahkan dalam
jangka waktu tertentu dapat menjadi salah satu penyebab banjir. Pengelolaan sampah
harus memperhatikan kondisi riil dari suatu komunitas masyarakat agar sampah tidak
menjadi sumber penyakit.

Dalam kondisi normal (intensitas sampah tidak melebihi potensi jasad renik
untuk proses komposisasi), sampah tidak membawa dampak negatif, tetapi
sebaliknya akan membawa dampak positif bagi proses penyuburan tanah. Akan tetapi,
dalam kasus masyarakat padat, jasad renik menjadi tidak seimbang dengan
pertumbuhan kuantitas sampah yang dihasilkan dalam suatu titik pembuangan.
Dengan demikian, pemerintah sebagal pelaksana kebijakan dituntut untuk melakukan
reorientasi pengel olaan sampah dan wajib didukung oleh semua | api san masyarakat.

Secara kontekstual penyebab utama perilaku membuang sampah secara
sembarangan itu bisa terbentuk dan bertahan kuat di dalam perilaku masyarakat
adalah sebagi berikut:*

a. Sistem kepercayaan masyarakat terhadap perilaku membuang sampah,
kemungkinan di dalam pikiran alam bawah sadar, masyarakat menganggap
bahwa membuang sampah secara sembarangan itu bukan sesuatu hal yang

salah dan waar untuk dilakukan. Sangatlah mungkin masyarakat merasa

SNur Fatih Fadhil,“Perilaku Buang Sampah Sembarangan”,
https://fatihfadhil.wordpress.com/2013/11/04/makal ah-peril aku-buang-sampah-sembarangan/, akses 14
Oktober 2014.
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bahwa perilaku membuang sampah sembarangan itu bukan suatu ha yang
salah dan tidak berdosa.

b. Norma dari lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, sekolah,
lingkungan kampus, atau tempat-tempat pekerjaan. Pengaruh lingkungan
merupakan suatu faktor besar di dalam munculnya suatu perilaku. Perilaku
membuang sampah secara sembarangan itu tidak akan pernah lepas dari
pengaruh alam sekitar. Saat ini, dalam menanggapi masalah pembuangan
sampah secara sembarangan sudah menjadi pola perilaku di masyarakat yang
“biasa’ atau legal karena semua orang melakukannya. Secara tidak sadar
maka perilaku membuang sampah secara sembarangan akan menjadi suatu
bentuk perilaku yang terinternalisasi dalam pikiran bahwa membuang
sampah secara sembarangan bukanlah hal yang salah. Perlu diingat, cara
seseorang manusia belgar yang paling mudah adalah dengan imitas
(meniru) dan sebagian besar masyarakat belgjar suatu perilaku adalah
dengan imitasi.

c. Perceived behavior control seseorang akan melakukan suatu tindakan yang
dirasa lebih mudah untuk dilakukannya karena tersedianya sumber daya.
Jadi, orang tidak akan membuang sampah secara sembarangan bila tersedia
banyak tempat sampah dipinggir jalan. Itu pun sebenarnya setiap orang dapat
mensiasatinya dengan berfikir kreatif untuk selalu siap sedia tempat sampah
(contoh; kantong plastik khusus sampah) paling tidak untuk keperluan

dirinya sendiri.
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Adapun hipotesis lain dari faktor-faktor yang menyebabkan

pembuangan sampah secara sembarangan ialah sebagai berikut:*

1.

Politis
Akibat adanya penyelewengan dana yang mungkin dilakukan oleh
opnum pemerintah terhadap dana yang diperuntukkan sebagai dana

pengel olaan sampah.

Pengetahuan

Dikarenakan masyarakat yang kurang terdidik/berpendidikan (formal
ataupun non formal), sehingga cenderung tidak peduli dengan
kebersihan lingkungan dan tempat tinggalnya.

Sosial

Lingkungan seringkali dihargai rendah, tidak dihargai (priceless).
Ketidak pedulian masyarakat umum dan penduduk dilingkungannya
masing-masing. Sifat lingkungan yang didudukkan sebagai barang
publik telah membawa konsekuensi terhadap terbengkalainya
lingkungan, karena tidak adanya atau sangat langka pihak swasta dan
individu yang mau memelihara atau mengusahakan kebersihan dan
keindahan lingkungannya. Sedangkan kebersihan dan keindahan

lingkungan itu sangat penting bagi masyarakat banyak, maka

4EvaMaria Gustavani, Permasalahan Sampah yang menumpuk”,
http://untukindonesi a54.bl ogspot.co.id/2013/08/permasal ahan-sampah-yang-menumpuk-di.html, akses

14 Oktober 2014.
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pemerintah mau tidak mau harus mengambil bagian untuk memelihara
lingkungan dengan sebaik mungkin, sebab tujuan daripada pemerintah

ialah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.>

4.  Teknologi

Peralatan yang digunakan untuk membersihkan/mengelola sampah

yang masih kurang memadahi dari jumlah dan kualitasnya.

5. Legd

RUU tentang pengelolaan sampah serta sanksinya yang masih kurang

tegas dan kurang disosialisasikan kepada masyarakat.

Sebenarnya solusi yang diberikan baik dari pemerintah maupun
kontribusi langsung dari masyarakat sudah terlaksana. Namun, pada prakteknya
belum terrealisasikan dengan baik. Hal termasuk kedalam solusi yang sudah
ada namun perlu dimodifikasi. Contohnya, RUU tentang penggel olaan sampah
yang belum disosialisasikan dengan bak. Beberapa masyarakat bahkan
menganggap UU yang mengatur masalah sampah tidak pernah ada. Hal itu pun
mengakibatkan tidak adanya efek jera pada masyarakat. Maka dari itu,
pemerintah wajib mensosialisaskan UU yang mengatur masalah sampah
beserta tindak lanjut yang tegas. Pemerintah juga dapat menyebarkan panflet

yang wajib dipasang pada setiap rumah yang beris tentang tata cara

5 M. Suparmoko dan Maria Ratnanigsih, Ekonomika Lingkungan (Y ogyakarta: BPFE Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UGM. 2012), him. 9.
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pengelolaan sampah rumah tangga sederhana. Minimal agar masyarakat

mengerti bagaimana memilah sampah berdasarkan jenisnya.

B. Saran-saran
Daam kaitannya dengan hukum dan larangan pembuangan sampah secara
sembarangan di Indonesia harus ada perbaikan dan perubahan. Berikut adalah saran-
saran yang membangun dalam kaitannya dengan penyusunan karya tulis ini,

diantaranya:

1. Kgjian tentang fikih lingkungan mesti terus digalakkan, khususnya melalui
pendidikan perguruan tinggi dan pesantren. Kagjian ini dapat dilakukan secara
deduktif melalui nila dan norma ekologis yang terdapat dalam sumber agama
Islam, atau melalui penalaran induktif berdasarkan fakta kerusakan lingkungan.
Buku-buku gjar fikih lingkungan mesti dilahirkan dengan menyesuaikan model
sgjian selaras dengan jenjang pendidikan tertentu. Hal ini diharapkan menjadi
motor penggerak kelahiran generasi sadar lingkungan (generasi ekosentris),

2. Keteladanan orang tua dalam membangun generasi sadar lingkungan harus
dilakukan sgjak dini melalui praktik-praktik kebersihan lingkungan dan secara
sadar membawa mereka dalam aktivitas sadar lingkungan,

3. Kesadaran bersama antara ulama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan

masyarakat sadar lingkungan dalam perspektif gjaran 1slam sangat diperlukan. Bila
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memungkinkan kebijakan itu diteruskan hingga melahirkan peraturan daerah,
bahkan undang-undang,

. Responsibilitas ulama terhadap problem kritis lingkungan hidup mesti ditunjukkan
dalam bentuk materi-materi dakwah yang pro lingkungan hidup. Sudah saatnya
materi-materi dakwah diperluas bahasannya meliputi konsep-konsep Islam tentang
lingkungan hidup. Para ulama dengan mis intinya sebaga muballig dituntut
memiliki wawasan tentang lingkungan hidup yang dapat diupgrade melalui

berbaga forum yang diciptakan.
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LAMPIRAN |

TERJEMAH TEKS ARAB
No. | HIm. | BAB | F.N Tentang Terjemah
1 23 I 40 | Al-“Araf (7). | Dan janganlah kamu  membuat
56 kerusakan di muka bumi, sesudah
90 i 50 (Allah) memperbaikinya dan berdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan).  Sesungguhnya rahmat
Allah amat dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik.
2 23 I 41 | Ar-Rum (30) : | Telah nampak kerusakan di darat dan di
41-42 laut disebabkan karena perbuatan
90 i 51 tangan  manusia, supaya Allah
merasakan kepada mereka sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar). (41).
Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di
muka bumi  dan  perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang
dahulu. Kebanyakan dari mereka itu
orang-orang yang mempersekutukan
Allah. (42).
3 23 I 42 | Al-Bukhari, Sesungguhnya Allah itu baik, dan Allah
Al-Jami’ as- menyukai kebaikan. Kesombongan
Sahih, merupakan bentuk ketidak syukuran
91 i 52 | Hadis terhadap nikmat dan merendahkan
manusia.
4 23 I 43 | Ahmad Bin Kebersihan adalah sebagian dari iman.
91 | I | 53 | Hanbal,
Musnad
Ahmad Bin
Hanbal
Hadis
5 23 I 44 | Al-Bukhari, Apabila akau tidak kawatir akan
Sahih Al- memberatkan umatku, pasti akan aku




Bukhari,

perintahkan mereka untuk bersiwak
pada setiap wudhu.

Dan apakah mereka tidak mengadakan
perjalanan di  muka bumi dan
memperhatikan bagaimana akibat (yang
diderita) oleh orang-orang sebelum
mereka? Orang-orang iru lebih kuat dari
mereka (sendiri) dan telah mengolah
bumi (tanah) serta memakmurkannya
lebih banyak dari apa yang telah
mereka makmurkan. Dan telah datang
kepada mereka rasul-rasul mereka
dengan membawa bukti-bukti yang
nyata. Maka Allah sekali-kali tidak
berlaku dzalim kepada mereka, akan
tetapi mereka lah yang berlaku dzalim
kepada dirinya sendiri.

Dia tidak menerima sesuatu yang lebih
dzalim atas hal tersebut yaitu membuat
kemudharatan dengan
mengesampingkan kemanfaatan.
Karena sesungguhnya mereka tidak
mengambil I’tibar dari akal yang telah
kami berikan kepada mereka, supaya
mereka mendapatkan jalan yang terang
dengan itu (akal), lalu mereka akan
beramal baik serta meninggalkan
kebatilan. Kemudian mereka
mendapatkan hidayah dengan
terbukanya hati mereka yang tertutup.
Dan mereka tidak kembali kepada
kesesatan, ketika dengan ayat yang
bersinar. Akantetapi mereka tetap
berpindah  dari  kelalaian  kepada
tanggungjawab.

91 Il 54 | Hadis

63 Il 7 | Q.S.ar-Rum
(30): 9

63 Il 8 | Perkataan Al-
Biga’iy

64 11| 9 | Q.Sal-Rum
(30): 41

102 | 1 76

Telah nampak kerusakan di darat dan di
laut disebabkan karena perbuatan
tangan  manusia, supaya Allah




merasakan kepada mereka sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).

9 64 I 11 | An-Nahl (16): | Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang
33. kafir selain dari datangnya para
malaikat kepada mereka atau datangnya
perintah Tuhanmu. Demikianlah yang
telah diperbuat oleh orang-orang (kafir)
sebelum mereka. Dan Allah tidak
menganiaya mereka, akan tetapi
merekalah yang selalu menganiaya diri
mereka sendiri.

10 | 65 11| 12 | Perkataan (Akantetapi  diri  mereka berbuat
Muhammad dzalim) dengan bermaksiat kepada
bin jarir at- Tuhannya, dengan kufur kepada-Nya,
Tabari, Jami’ | sehingga sepantasnya bagi mereka
al-Bayan fi siksa-Nya.

Ta’wil Al-
Qur’an

11 | 65 i 13 | Al-Ankabut Dan tatkala utusan Kami (para

(29): 31. malaikat) datang kepada Ibrahim
membawa kabar gembira, mereka
mengatakan: sesungguhnya kami akan
menghancurkan ~ penduduk  negeri
(Sodom) ini; sesungguhnya
penduduknya adalah orang-orang yang
zalim.

12 | 65 i 14 | Perkataan Sesungguhnya penduduk (daerah) itu
Muhammad dzalim kepada-Ku, Dengan bermaksiat
bin jarir at- kepada Allah.

Tabari, Jami’
al-Bayan fi
Ta’wil Al-
Qur’an
13 | 65 11| 15 | Hud (11): 117. | Dan tuhanmu sekali-kali tidak akan




membinasakan  negeri-negeri  secar
zalim, sedangkan penduduknya orang-
orang yang berbuat kebaikan.

14

66

16

Perkataan
Muhammad
bin jarir at-
Tabari, Jami’
al-Bayan fi
Ta’wil Al-
Qur’an

(Dan  tidaklah ~ Tuhanmu  akan
menghancurkan  wilayah  tersebut
dengan dzalim padahal penduduknya
adalah orang-orang yang berbuat
kebaikan). Abu Ja’far berkata: Allah
berfirman: dan tidaklah Tuhanmu
(wahai Muhammad), akan
menghancurkan suatu desa dengan
menghancurkannya, diaman telah Dia
telah  ceritakan dalam beritanya
(menghancurkan) secara  dzalim,
padahal penduduknya berbuat baik,
tidak berbuat keburukan, maka benar
adanya Dia menghancurkan desa
tersebut secara dzalim beserta orang-
orang yang berbuat baik lagi taat
kepada  Tuhannya. Akan tetapi
sejatinya Dia menghancurkannya (desa)
karena kekufuran penduduknya kepada
Allah dan kesesatan mereka
berkepanjangan, serta mendustakan
rasul-rasul mereka dan mereka berbuat
keburukan.

15

67

17

Lukman (31):
20.

Tidakkah kamu perhatikan
sesungguhnya Allah telah
menundukkan untuk (kepentingan) mu
apa yang di langit dan apa yang ada di
bumi dan menyempurnakan untukmu
nikamt-Nya lahir dan batin. Dan di
antara manusia ada yang membantah
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa
kitab yang member penerangan.

16

67

19

al-Jasiyah
(45): 13.

Dan dia telah menundukkan untukmu
apa yang di langit dan apa yang di bumi




semuanya, (sebagai rahmat) daripada-
Nya.  Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
kaum yang berfikir.

17

69

21

Hud (11): 61.

Dan kepada Tsamud (Kami utus)
saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata:
“Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-
kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia.
Dia telah menciptakan kamu dari bumi
(tanah) dan  menjadikan  kamu
pemakmurannya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya, dan kemudian
bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya
Tuhanku amat dekat (rahmat-nya) lagi
memperkenankan (doa hamba-Nya).

18

69

22

Perkataan Al-
Baidawiy

Aku jadikan kamu mampu untuk
memakmurkannya (bumi) dan
tanggungjawab atasnya (bumi).

19

71

25

adz-Dzariyat
(51): 56

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan supaya mereka
menyembah-Ku”

20

72

26

al-Hujurat
(49): 13

Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal mengenal...."

21

72

27

al-Bagarah
(2): 22

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai
hamparan bagimu dan langit sebagai
atap, dan Dia menurunkan air (hujan)
dari langit, lalu Dia menghasilkan
dengan hujan itu segala buah-buahan
sebagai rezeki untukmu; karena itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-
sekutu bagi Allah padahal kamu
mengetahui.”

22

76

31

An-Nisa’ (4):
59.

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya
dan ulil amri (pemimpin) diantara




kamu.

23

77

32

Perkataan Al-
Qurtubi

“Manusia sentiasa dalam kebaikan
selama mana mereka menghormati
sultan (pemimpin) dan para ulama.
Maka sekiranya mereka menghormati
keduanya ini, Allah akan memberikan
kebaikan kepada kehidupan dunia dan
akhirat mereka. Dan sekiranya mereka
menghina keduanya, maka Allah akan
merosakkan kehidupan dunia dan
akhirat mereka.”

24

77

33

Perkataan
Hasan al-Basri

“Mereka menguasai (memimpin) Kita
dalam lima perkara, iaitu solat Juma’at,
al-Jama’ah (penyatuan/perpaduan), hari
raya, benteng pertahanan, dan
perundangan. Demi Allah, agama ini
tidak akan tertegak melainkan dengan
kewujudan mereka, walaupun mereka
melakukan keburukan dan kezaliman.
Demi Allah, Allah menjadikan kebaikan
dengan perantaraan mereka lebih
banyak berbanding kerosakkan dengan
sebab mereka. Ketaatan kepada mereka
adalah suatu yang terpuji dan
memisahkan diri daripada mereka
adalah kekufuran."

25

103

77

Perkataan Az-
Zamahsyari

Sesungguhnya Allah, sungguh merusak
perkara dunia mereka serta
membinasakannya, supaya mereka
merasakan dan memperhatikan amal-
amal mereka didunia, sebelum Dia
(Allah) menyiksa mereka atas amal-
amalnya diakhirat. Supaya mereka
kembali dari apa-apa yang mereka telah
perbuat.

26

49

79

Al-Maidah (5):
32

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani lIsrail, bahwa: barang

\4




siapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat
kerusakan dimuka bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh manusia
seluruhnya. Dan barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah
memelihara kehidupan manusia
semuannya. Dan sesungguhnya telah
datang kepada mereka rasul-rasul Kami
dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian
banyak diatara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh  melampai  batas
dalam berbuat kerusakan dimuka
bumi.”

27

50

81

Al-Maidah (5):
33.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap
orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan
dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki mereka dengan bertimbal balik,
atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu
(sebagai) sesuatu penghinaan untuk
mereka di dunia, dan di akhirat mereka
beroleh siksa yang besar.”

VI




LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGEL OLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan
bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan
sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap
kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengel olaannya perlu dilakukan
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi,
sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha
sehingga pengel olaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengel olaan Sampah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAANSAMPAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1
Daam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya

memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

VI
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11

12.

13.

14.
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Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan
timbulan sampah.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan
sampah yang tidak benar.
Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sgjenis sampah rumah tangga; dan

c¢. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sgjenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosia, fasilitas umum,
dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

¢. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

f. sampah yang timbul secaratidak periodik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup.



BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengel olaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan
serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB |11
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang
baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a.  menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengel olaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan
pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana
pengel olaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
memfasilitasi penerapan teknologi spesifik loka yang berkembang pada masyarakat setempat
untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat
keterpaduan dalam pengel olaan sampah.

—

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah

Pasal 7
Daam penyelenggaraan pengel olaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

a.  menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengel olaan sampah;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengel olaan sampah;



memfasilitas dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jegaring dalam
pengel olaan sampah;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam
pengelolaan sampah; dan

menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengel olaan sampah.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 8

Da am menyelenggarakan pengel olaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

a
b.

C.
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menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan
Pemerintah;

memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam
pengel olaan sampah;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam
pengelolaan sampah; dan

memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antarkota dalam
1 (satu) provinsi.

Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Kabupaten/K ota

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai
kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan
nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah
terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20
(dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem
pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai
dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kelima
Pembagian Kewenangan

Pasal 10
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Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan
lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi
tanggung jawab untuk itu;

b. berpartispass dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai
penyelenggaraan pengel olaan sampah;

d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan
tempat pemrosesan akhir sampah; dan

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik
dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kewagjiban
Pasal 12
(1) Setigp orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sgjenis sampah rumah
tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan daerah.
Pasal 13

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 14

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan
penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
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Pasal 15

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit
terurai oleh proses alam.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengena tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dan kewajiban produsen sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah.

BABV
PERIZINAN

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari
kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada
masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan
tata cara pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGEL OLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengel olaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 19
Pengel olaan sampah rumah tangga dan sampah sgjenis sampah rumah tangga terdiri atas:

a.  pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.
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Paragraf Kesatu
Pengurangan sampah

Pasal 20

Pengurangan sampah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu
tertentu;
memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna
ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai
oleh proses alam.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paoo

Pasal 21

Pemerintah memberikan:

a insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan

b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan
disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 22

Kegiatan penanganan sampah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

a pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis,
jumlah, dan/atau sifat sasmpah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu
menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
dan/atau
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e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengel olaan Sampah Spesifik

Pasal 23

Pengel olaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 24

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 25

Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat
memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
Kompensasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. hbiayakesehatan dan pengobatan; dan/atau

d. kompensasi dalam bentuk lain.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan |ebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
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BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama antardaerah

Pasal 26

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan
pengel olaan sampah.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama
dan/atau pembuatan usaha bersama pengel olaan sampah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 27

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra
dengan badan usaha pengel olaan sampah dalam penyel enggaraan pengelolaan sampah.
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara
pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat dapat berperan dalam pengel olaan sampah yang disel enggarakan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.
Peran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau pemberian saran dan pendapat
dalam penyelesaian sengketa persampahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan
daerah.
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BAB X
LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara K esatuan Republik Indonesia;
mengimpor sampah;

mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

mengel ola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan,;
melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan
akhir; dan/atau

membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengel olaan sampah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
¢, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf
f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan
sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

P op T

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh
Pemerintah

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh
gubernur.

Pasal 31

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola
sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersamasama.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh
Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
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BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang
melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a  paksaan pemerintahan;

b. uang paksa; dan/atau

C. pencabutanizin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB XI11
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan

b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 34

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau
pilihan lain dari para pihak yang bersengketa

Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 35

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan
perbuatan melawan hukum.

Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan
penggugat membuktikan unsurunsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara
perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
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(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 36

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak
mengaj ukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 37

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah
yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan:
a  berbentuk badan hukum;
b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengel olaan sampah; dan
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran
dasarnya.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang pengel olaan sampah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak
pidanadi bidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

XIX



©)

4

)

e

)

)

)

@)

f.  meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
pengel olaan sampah.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia
Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah
tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);

Pasal 40

Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan
pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang
dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran
lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jikatindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka
berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 41

Pengel ola sampah yang karena keal paannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan
tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau
perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka
berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).
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Pasal 42

(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang
berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk
melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau
mengawasi korporasi tersebut.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama
korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan
lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan
kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa
mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jikatuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat
panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus
melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan
pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah
kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah
yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan
sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-
Undang ini.

Pasal 45
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat

diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah
paling lama 1 (satu) tahun.

XXl



BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Khusus untuk daerah provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta
Pasal 32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini
diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setigp orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatangga 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 69
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LAMPIRAN III

DATA TABEL PERDA KOTA/KABUPATEN

TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH SECARA

SEMBARANGAN
PASAL KETENTUAN SANKSI
PERDA KOTA / KABUPATEN BENTUK SANKSI
LARANGAN PIDANA PIDANA
(KURUNGAN / DENDA)
1 | Bandung (no. 09 th 2011) Pasal 57 Pasal 58 3bln/ 50 jt
2 | Surabaya (no. 4 th 2000) Pasal 25 Pasal 28 3bln/5jt
3 | DKI Jakarta (no.3 th 2013) Pasal 126 Pasal 130 500 rb
4 | Bantul (no. 15 th 2011) Pasal 44 Pasal 48 3bln/ 50 jt
5 | Sleman (no. 10 th 2001) Pasal 8 Pasal 39 3bln/5jt
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LAMPIRAN IV
BIOGRAFI TOKOH

A. Asy-Syathibi

Abu Ishaq asy-Syathibi! (bahasa Arab: blill sl 5 ; w.790 H/1388 M)
adalah imam ahlussunnah dari mazhab Malikiyang hidup pada masa Spanyol Islam.
Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya’ban 790
H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan
Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran
keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-
Syam.

Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang
berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan
Andalusia Selatan.

Di antarakarya-karya tulisnya yang dikenal adalah:

a. Al-Muwafagat, yang aslinya berjudul Unwan At-Tarif bi Ushul At-
Taklif sebuah kitab tentang ilmu ushul fikih yang menerangkan tentang
hikmah-hikmah di balik hukum taklif.

b. Al-I'tisham, kitab manhaj yang menerangkan tentang bid’ah dan seluk
beluknya.

c. Al-Magashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah, kitab bahasa
tentang [lmu nahwu yang merupakan syarahdari Alfiyah Ibnu Malik.

d. Al-Majalis, kitab fikih yang merupakan syarah dari Kitabul Buyu’ (Kitab
Dagang) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari.

e. Unwan al-Ittifag fi “ilm al-isytigag, kitab bahasa tentang Ilmu sharf dan Figh
Lughah.

f. Ushul al-Nahw, kitab bahasa yang membahas tentang Qawaid Lughah dalam
Ilmu sharf dan Ilmu nahwu

g. Al-Ifadat wa al-Insyadat.

! “Biografi Asy-Syathibi”, https:/id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi , akses 09 April 2016.
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B. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi? (sl & e iy lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9
September 1926; umur 89 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal
dari Mesir. la dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini.

Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua
majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan
Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik
fatwa-fatwanya.

Profil Pribadi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah
Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan
pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke
Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar
doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya
Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Figh
Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan
nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat
meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa
menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di
Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan
Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai
tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan"
penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun
1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan
Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi
Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua
tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat
dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-
khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang
ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa
saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan

2 “Biografi Yusuf al-Qaradawi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf al-Qaradawi , akses 09
April 2016.
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hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak
perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir
dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari
Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah
menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di
Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang
bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa
membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh
anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh
pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan
semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan
seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa
islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan
mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah
menghambat kemajuan umat Islam.

Di antarakarya-karya tulisnya’ :

a. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab
al-Islami, Beirut, 1980,

b. Al-Ijtihad fi al-Shari’at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam), Dar al-
Qalam, Kuwait,1996,

c. Min Figh al-Dawlah al-Islamiah, (Figh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah,
1997.

d. Figh al-Zakat 2 Juz (Fikah Tentang Zakat), Muasassah al-Risalah, Beirut,

e. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan
bagaimana [slam mengatasinya),Maktabah Wahbah, Kaherah, 1980,

f. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, ( Akal dan [Imu dalam al-Quran), Maktabah
Wahbah, Kaherah,1996,

g. Qadaya Mua’sarah ala basat al-Bahth (Kajian mengenai permasalan semasa),

h. Ri’ayah al-bai’ah fi Syari’at al-Islam ( Memelihara alam Sekitar Menurut
Syariat Islam), Dar al-Shuruq, Kaherah,2001.

3*Beberapa Karya Syaikh Yusuf al-Qardhawi”,

http://anazahra.blogspot.co.id/2008/09/beberapa-karya-syaikh-yusuf-al-qardhawi.html , akses 09 April
2016.
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LAMPIRAN V

Nama

Nick name

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Gol Darah

Agama
Kewarganegaraan
Alamat Asal
Pekerjaan

Nama Orang Tua

CURICULUM VITAE PENYUSUN

: Muhammad Sa’dulah,

: Sa’dulah,

: Bantul, 31 Oktober 1990,
- laki —laki,

@,

: Islam,

: Indonesia,
: Ponggok II, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta,
: Mahasiswa,

: Bapak Abdul Fattah dan Ibu Zakiyah.

Latar Belakang Pendidikan Formal

1995 — 2007
1997 — 2003
2003 — 2006
2006 —2009
2010 — sekarang

Organisasi / Komunitas:

: TK Bustanul Athfal Ponggok 11,

: SD Muhammadiyyah Blawong II,

: MTS N Sumberagung, Jetis, Bantul,

: MA N Wonokromo (Jurusan Bahasa), Pleret, Bantul,

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2004 — 2005 : Anggota Osis (MTS N Sumberagung),

2006 — 2009 : Ketua Koordinator Olahraga dan Apresiasi Seni Osis (MA N Wonokromo),
2006 — 2009 : Dewan Ambalan - Pramuka (MA N Wonokromo),

2012 - 2014 : Ketua Karangtaruna (EKB Ponggok II),

2015 -2016 : Bendahara Paguyuban Kolam Lele Sembilan (RT.09 Ponggok II),

2014 -2017 : Sekretaris Takmir Masjid Hudrrahman (Ponggok 1I),

2014 — Sekarang : Anggota (MakelarContest GraphicDesigners Community).
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